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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana penerapan
Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi
Dana Desa (ADD) di Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir.
Metode penelitian inismenggunakan metode penelitian. kualitatif. Adapun hasil
penelitian ini memberitahukan..bahwa dalam hal "~ transparansi belum sesuai
dengan Permendagri. No.20 Tahun 2018, dimana masyarakat Desa tidak bisa
untuk mengetahui APBDes melalui website resmi Desa Gembira. Namun Desa
Gembira menginformasikan APBDesa berupa baliho, tetapi pada baliho tersebut
belum menyajikan informasi yang lengkap seharusnya disampaikan.

Sedangkan padax‘akuntabilitas  di. Desa’'Gembira Kecamatan Gaung
Kabupaten Indragiri Hilir pengelolaan keuangan Desa belum sepenuhnya sesuai
dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dimana Desa Gembira-hanya memenuhi
beberapa indikator yaitu: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan juga
pertanggungjawaban. Dalam pencatatan transaksi Desa Gembira menggunakan
SISKEUDES. .Namun pada pelaporan Desa Gembira Kecamatan Gaung
Kabupaten Indragiri Hilir -belum sesuai pada Permendagri No. 20 Tahun 2018
dimana pemerintah desa mengalami keterlambatan dalam menyiapkan laporan
realisasi, karena keterlambatan pencairan dana. Sehingga kepala Desa Gembira
tidak dapat menggabungkan semua laporan pada minggu kedua bulan Juli, serta
menghambat pengelolaan Desa..Keuangan. Desa yang terhambat juga dapat
mengganggu penggunaan dana Desa dan mengakibatkan tidak sesuai dengan
rencana APB Desa.

Kata Kunci : Transparanst; Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa (ADD)
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ABSTRACT
The purpose of this study is to find out how the implementation of
Transparency and Accountability of Village Government in the Management of
Village Fund Allocation (ADD) in Gembira Village, Gaung District, Indragiri
Hilir Regency. This research method uses qualitative research methods. The
results of this studyl dicate that in terms of transpare it is not in accordance
S nity cannot find out

w\a’@“ %@ e, Censira

embira Village
lementation,

fully in ac
only  meets

administra ns, Gembira
Village use lage, Gaung
District, Indra Permendagri
No. 20 of 2 » in preparing
the realization re ] elays in disbur: ds. So that the village head
of Gembira ombine all repor St uly, and hampers
village manage Vi ing ith the use of
Village funa ti” /illage Budget
plan. ’

Keywords: ation (ADD)
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

urusan pe

) R

Kesatuan R dari hadirnya

otonomi erataan  hasil
pembanguna

pada pemb
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Unit  terkecil : elembagaan pemerintahan  adalah
pemerintahan desa. Pengertian desa menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus segala urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun pemerintah desa merupakan unit



terkecil dalam suatu kelembagaan pemerintahan Republik Indonesia,
pemerintahan desa juga memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan
agar desa menjadi lebih maju dan kehidupan masyarakat desa jauh dari
kekurangan. Titiketerbesar dilakukannya pembangunan terletak di desa, karena
daerah pedesaan merupakan tempat dimana sebagian besar masyarakat Indonesia
tinggal. Dalam melakukan pembangunan di suatu desa memerlukan perencanaan,
pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Dimana dalam melakukan suatu
pembangunan di desa juga harus mencerminkan sikap gotong royong dan
kebersamaan sesama masyarakat sebagai wujud mengamalkan pancasila sehingga
terwujudnya masyarakat desa adil dan makmur.

Adapun pelaksanaan pembangunan di desa harus dilaksanakan sesuali
dengan yang sudah direncanakan, dan masyarakat harus bisa mengetahui dan
mengamati preses pembangunan di desa. Dalam melakukan pembangunan di
suatu desa memerlukan penggunaan dana yang tidak sedikit. Maka dari itu
pemerintahan mengeluarkan kebijakan terkait pembentukan alokasi dana desa
(ADD). Dimana seperti yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 6 tahun
2014 yaitu alokasi dana desa berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara
(APBN) vyang diperuntukkan bagi desa yang telah di transfer melalui anggaran
pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut pemerintahan desa

diharapkan dapat menerapkan tata kelola pemerintahan dengan baik. Menerapkan
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tata kelola pemerintahan yang baik (Good government governance) merupakan
syarat yang diserahkan kepada seluruh pemerintahan yang bertujuan untuk

mewujudkan tujuan serta harapan pada masa yang akan datang. Kemudian dari

Untu

(ADD) ,

pemerintah

akuntabilitas da

yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali dan tidak terkendali. Aktivitas
yang terkendali adalah aktivitas nyata dikendalikan oleh individu atau pada suatu
pihak. Artinya kegiatan tersebut benar-benar sudah direncanakan, dilaksanakan
dan dievaluasi hasil dari pihak yang berwenang. Adapun pihak yang

bertanggungjawab atas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Kepala



Desa melalui laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa

kepada Bupati/Walikota pada setiap akhir tahun anggaran.

Mempertanggungjawabkan dana desa sesuai .dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri-Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan
desa yang mana pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan asas transparan,
akuntabel, partisipatif sertd.dilakukan dengan sertib dan disiplin anggaran,
sehingga bisa.memperoleh laporan keuangan yang handal dan dapat disajikan
dalam pengambilan keputusan. Adapun pengertian transparansi menurut Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Transparansi adalah prinsip
keterbukaan terhadap masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses
informasi seluas-luas nya tentang keuangan desa. Asas ini memberikan hak
kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak
membeda-bedakan pengelolaan;pemerintah, desa’ dengan tetap memperhatikan
ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu pengertian akuntabilitas
dimana kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan  dan
pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam
rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Asas akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat desa sesuai dengan undang-undang. Selanjutnya, pengelolaan
desa melibatkan pelaksanaan partisipatif oleh lembaga desa dan anggota
masyarakat desa, sedangkan tata tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan

keuangan desa harus mengacu pada aturan dan pedoman yang menjadi



landasannya. Dengan adanya ketentuan transparansi dan akuntabilitas publik dari
uang masyarakat yang dikelola pemerintah, maka menimbulkan pentingnya
penerapan akuntansi pada saat mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah
kepada pihak-pihak " yang -bersangkutan..sehingga menjadikan akuntansi
pemerintah sebuah kepentingan. yang tidak lagi terlewatkan.  Akuntansi
pemerintah tidak hanya diterapkan di-pemerintah pusat, namun juga di tingkat
daerah hingga di wilayah pedesaan, termasuk juga di desa Gembira.

Desa Gembira adalah salah satu desa yang berada di provinsi Riau yang
terletak di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, dengan jumlah penduduk
1.877 orang dan dipimpin oleh kepala desa yang bernama H. Bunyamin. Desa
Gembira tersebut didirikan pada tahun 2000 dan merupakan-daerah pertanian.
Desa Gembira mulai melakukan pembangunan pasar pada tahun 2001. Sebelum
berkembang desa gembira tersebut masih bersifatdusun darirdesa Teluk Kabung.
Perkembangan desa Gembira dari Teluk kabung disahkan pada tanggal 12 juni
2011. Desa Gembira memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kabupaten Indragiri Hilir,
Bantuan Keuangan (BANKEU) Provinsi Riau:

Pada tahun 2019 pendapatan transfer desa Gembira sebesar Rp
1.673,910,100,00 yang dimana pendapatan transfer tersebut meliputi Dana desa,
bagi hasil pajak dan retribusi, alokasi dana desa, dan bantuan keuangan provinsi.
Biaya realisasi belanja yang dikeluarkan sebesar Rp 1.473,528,000,00. Pada tahun
2020 pendapatan transfer yang diterima desa Gembira sebesar Rp 1.

605,176,850,00 dengan biaya realisasi belanja sebesar Rp 1.576,238,750,00.



Besarnya dana yang diterima serta dikeluarkan oleh desa Gembira tersebut
membuat peneliti tertarik untuk meneliti apakah desa gembira menggunakan
alokasi dana desa tersebut sesuai dan apakah sudah menerapkan prinsip
transparansi dan akuntabilitas.

Pada saat peneliti melakukan observasi awal di desa Gembira ternyata
peneliti menemukan beberapa fenamena masalah yaitu pada transparansi, dimana
pemerintah ‘desa gembira belum menginformasikan “APBDes melalui website
resmi Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. Namun Desa
Gembira sudah menginformasikan APBDes berupa baliho yang sudah bisa dilihat
langsung oleh masyarakat desa setempat. Tetapi pada baliho tersebut tidak
terdapatnya untuk mengetahui aktivitas apa saja yang sudah.terpenuhi maupun
aktivitas yang belum terpenuhi. Pada laporan realisasi APBDes tahun 2019
tercatat pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal” desa sebesar Rp
136.000,000,00 namun pada tahun 2020 tidak tercatat keterangan terkait dari hasil
yang diperoleh desa Gembira dari modal yang sudah disertakan tersebut.
Kurangnya komunikasi. antara pemerintah desa dengan masyarakat, dan juga
masih kurang nya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang dibiayai
oleh dana desa.

Sedangkan pada akuntabilitas yaitu, dalam melaksanakan akuntabilitas pada
proses  perencanaan  pemerintah Desa Gembira selalu  melakukan
MUSRENBANGDES (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) untuk apa saja
yang ingin dilakukan dan dikelola oleh Dana Desa dalam satu tahun tersebut.

Dalam MUSRENBANGDES dihadiri oleh perangkat desa seperti RT, RW,



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Kadus, LPM, BPD dan juga Kepala Sekolah SD, MTS yang ada di desa Gembira.
Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam MUSRENBANGDES, namun banyak

masyarakat yang menyampaikan keinginannya melalui RT, Rw, dan Kadus. Pada

ukan dengan
menggunakan-ay e g ). Selanjutnya

pada proses pe N dan pertanc esa Gembira akan

peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang bagaimana desa Gembira
melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi pada saat pengelolaan
dana Desa tersebut. Dengan hal ini peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut

dengan judul:
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ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH
DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA

GEMBIRA KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

13 Tujue

Berd elitian ini adalah

untuk menge itas Pemerintah

\ 2 2

A
g
ﬁ‘

Desa Dalam bira Kecamatan

transparansi dan akuntabilitas penatausahaan serta pertanggungjawaban Alokasi
Dana Desa Tahun 2020 di Desa Gembira kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri
Hilir.Berikut ini ada beberapa manfaat yang dapat dikontribusikan oleh peneliti
melalui :

1.  Bagi penulis
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Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan

penulis dalam bidang akuntansi sektor publik pada transparansi dan

akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD).

2.
kebijakan
penerapan
f" Desa (ADD)
memajukan
3.
gin melakukan
1.5 Sistem
BAB |

BAB Il TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini membahas tentang tinjauan pustaka yang berhubungan dengan

penulisan dan juga hipotesis.

BAB IIl METODE PENELITIAN
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Bab ini memaparkan mengenail metode serta objek yang digunakan
dalam penelitian,jenis dan sumber data,metode pengumpulan data,dan

teknik analisis data.
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Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau
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TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

ahli yaitu :

mengelola

pada proses
pertimbangkan

merupakan topik yang berkaita penyelenggaraan pemerintahan dan
pelaksanaan otonomi daerah juga erat kaitannya dengan perlunya good
governance di Indonesia. Good governance yang baik juga memungkinkan
pemerintah berfungsi secara efektif untuk mencapai tujuan nasional

2.1.2. Karakteristik Good Governance

Mardiasmo (2021:22-24) UNDP memberikan beberapa karakteristik good

governance yaitu :

11
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1. Participation
Masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan secara langsung

maupun tidak langsung melalui badan perwakilan yang dapat menyalurkan

pasan berserikat dan

7. Efficiency and effectiveness
Penyelenggaraan sumber daya publik harus dilakukan secara efisien dan
efektif.

8. Accountability
Bertanggung jawab kepada publik atas setiap kegiatan yang dilakukan.

9. Strategic vision
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Penyelenggara pemerintahan dan semua sektor masyarakat harus memiliki

pandangan ke depan.

mengatur da ch : I asyarakat setempat
berdasarkan ‘pra masyarak ak tradisional yang
diakui dan alam - sistem neri (esatuan Republik
Indonesia. | |

Sedangiffnindhurit Alratirant Medter DA K< 20 Tahun 2018
pada Pasal 1 Ayat 1 me : s gdesa adat atau yang
disebut denga 1, Selanj a d esatuan masyarakat

hukum yang ' ( k mengatur dan

2.1.3.1 Struktur Organisasi dan Pengelolaan Keuangan Desa
A.  Struktur Organisasi Desa

Pemerintah desa merupakan lembaga pemerintah pusat yang memiliki peran
strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan
pembangunan pemerintah. Pemerintah desa memiliki struktur organisasi desa

yaitu sebagai berikut :
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1.  Kepala Desa

Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain

yang di bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa

transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari
kolusi, korupsi, dan nepotisme

g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku
kepentingan di Desa

h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik

i.  Mengelola Keuangan dan Aset Desa
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J.  Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa
k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa

I.  Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa

2.
018 sekretaris

Desa bertugas.sebagai ke tor PP dapun tuga taris Desa yaitu :

akan APB Desa

d. Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas
PPKD; dan

e. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

f.  Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;

g. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
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h. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan

pengeluaran APB Desa.

3. Kaur Keuagan

menyimpan,

Desa dan

b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya

c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya

d. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;

e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas
pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang

tugasnya dan
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Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk

pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

B  Pengelolaan Keuangan Desa

1.

2.

perencanaan

kebutuhan

Sekretaris desa menyusun peraturan desa tentang APBDesa
berdasarkan RKPDesa. Kemudian sekretaris desa menyampaikan
kepada kepala desa.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa diajukan oleh Kepala

Desa ke badan penasihat Desa untuk diskusi lebih lanjut dan kedua
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belah pihak sepakat bahwa perjanjian itu paling lambat Oktober tahun

berjalan.

Apabila BPD tidak menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang

Jika Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu 20
hari kerja, maka Peraturan Desa secara otomatis berlaku.

Apabila hasil evaluasi sesuai dengan ke peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa, maka
Kepala Desa menetapkannya sebagai Peraturan Desa. Jika hasil

evaluasi tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan
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yang lebih tinggi, kepala desa akan bekerja sama dengan BPD untuk

melakukan perbaikan dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah

menerima hasil evaluasi.

>~ 9
fﬂ!ﬁ z dan peraturan

Perencanaan keuangan desa dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Desa
(Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) untuk menampung berbagai aspirasi
masyarakat yang terhimpun dari setiap desa yang ada. Perencanaan keuangan
yang baik dibangun di atas tujuan yang jelas dan tertata dengan baik, sehingga

membuat alokasi keuangan tingkat desa sesuai dengan tujuan yang telah
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ditetapkan dan menghindari segala macam pemborosan pembiayaan dalam

administrasi desa.

b. Pelaksanaan

ditujukan en . : B) L ok etiap kegiatan
yang menja
Mekanis aha : : ' enteri Dalam

Negeri No.

memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
4. Kepala desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana untuk
melaksanakan kegiatan anggaran sesuai dengan tugasnya dan
menyusun DPA paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan

tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
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APB Desa ditetapkan. DPA terdiri atas rencana kegiatan dan anggaran

desa, rencana kerja kegiatan desa, dan rencana anggaran biaya.

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rencana

Apabila bukti tersebut disetujui oleh kepala desa dan bertanggung
jawab atas keadaan material yang nyata yang timbul dari penggunaan
pada bukti tersebut. Pelaksana kegiatan anggaran bertanggung jawab
atas tindakan pengeluaran dan menggunakan bukti pendukung
kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai

dengan tanggung jawabnya



22

9. Kaur dan Kasi melakukan kegiatan yang berpedoman pada DPA yang

telah disetujui oleh kepala desa yang bersumber dari swakelola

dan/atau pemasok barang/jasa.

menyertakan laporan

g,,\\\ 0y

iy disay yejepe il udwnyo(]
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kemudian membayar anggaran sebesar yang ditentukan dalam SPP
setelah mendapat persetujuan dari kepala desa.

14. Pelaksana kegiatan mempersiapkan pelaksanaan anggaran belanja tak
terduga yang disampaikan kepada kepala desa dan diverifikasi oleh
sekretaris desa. Kemudian disetujui oleh kepala desa sesuai dengan

verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris desa. Dilaporkan kepada
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Bupati/Walikota paling lambat 1 (satu) bulan sejak keputusan Kepala
Desa diterbitkan.

15. Pengeluaran kas desa yang menimbulkan beban pada anggaran

dengan peraturan

‘m““ .. $ an semua
% peraturan

C.

Penatausa sa diartikan se aln erhubungan dengan
pembukuan  ata ninistrasi | ‘- ausa Jalah kegiatan
pembukuan Keus esa yang : 1| esa, tlan pengelolaan
keuangan desa adala 1cata S akukan oleh kaur
keuangan sebaga ; J : d Jadi bisa dikatakan
bahwa kaur o] i sa.y aing diangkat oleh
kepala desa, yan akukan pengelolaan
administrasi yang enyetor/membayarkan
mengelola, dan mempert dapatan desa dan pengeluaran

dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Kaur keuangan harus bertanggung jawab pada pencatatan dalam buku kas
umum. Buku kas umum yang diselesaikan setiap akhir bulan dilaporkan kepada
sekretaris desa oleh kaur keuangan sebelum tanggal 10 (sepuluh) bulan
berikutnya. Sekretaris desa memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis

laporan, dan melaporkan hasil evaluasi kepada kepala desa untuk disetujui.



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

24

Adapun buku pembantu kas umum yang dibuat oleh kaur keuangan berdasarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 yaitu sebagai berikut :

1. Buku Kas Umum

pemberian dan

d.  Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan hal-hal yang
berkaitan dengan hasil pekerjaan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu, dan
merupakan bentuk sebagai pelaksana tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas
tugas dan wewenang yang diberikan. Oleh karena itu, pelaporan harus tepat

waktu, akurat, bermakna dan ekonomis. Laporan keuangan adalah produk akhir

dari serangkaian proses yang mencatat dan pengikhtisaran data transaksi bisnis.
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Laporan Keuangan Desa merupakan alat evaluasi karena memberikan

informasi keuangan dan menampilkan kinerja yang telah diselesaikan hal ini akan

menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi di masa

(LPPD)secara tertulis kepada BPD pada setiap akhir tahun anggaran.
e.  Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban sering dikaitkan dengan akuntabilitas dimana
akuntabilitas sebagai penyelenggara, tanggung jawab, kewajiban, dan istilah lain
yang terkait dengan harapan yang memberikan pertanggungjawaban.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mengkomunikasikan
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tanggung jawab atau jawaban kepada pihak-pihak yang berhak atau
berkewenangan untuk meminta informasi, untuk menjelaskan kinerja dan perilaku

seseorang/badan  hukum/kepemimpinan  kolektif —atau organisasi, atau

pertanggungjaw - organisasisf akuntabilitas adalah

‘ ‘ ‘ ﬂ‘\“ .' 3 . (eksekutif)

anggaran disamg ida B m etelah pemerintah

desa dan realisasi
pelaksanaa PBDesa da j -H ::' sa_(Permend gri Nomor. 20
tahun 2018) | L 3=

Adapu g 0 raturan Menteri

Dalam Nege

1. Kepal aika Jjgungjawaban realisasi

anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
2. Peraturan Desa disertai dengan :

a. Laporan Keuangan terdiri dari :
1. Laporan Realisasi APBDesa

2. Catatan atas laporan keuangan

b. Laporan realisasi kegiatan
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c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya
yang masuk ke Desa.

3. Laporan pertanggungjawaban adalah bagian dari laporan

Adapun pe an £  Dana Desa (ADD)..mg ara ahli yaitu
Alokasi Dana“Desa (A ‘adal; 1a yang diberi pada desa dari dana
perimbanga pemeri ; kabupaten atau

kota Dies N

dikurangi dana alokasi khusus.

2.1.4.1 Tujuan dan Asas Alokasi Dana Desa (ADD)
A. Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD)
Menurut Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah (2014) tujuan dari Alokasi

Dana Desa (ADD) vyaitu :
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1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, mengembangkan

pelayanan pemerintahan, dan memberdayakan masyarakat desa sesuai

dengan kewenangan yang dimiliki.

2. i 3 ambe akat desa untuk

ambangunan

pemerintaha
Peraturan Me : 0 un 2018 a erdiri dari :

1.

desa yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif kepada masyarakat,
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu pemenuhan kewajiban dan pemberlakuan
kebijakan yang dipercayakan atas pengelolaan dan pengendalian

sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
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Asas akuntabilitas, yang mengatur bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir  penyelenggaraan  pemerintahan  Desa  harus  dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan

termasuk

angan desa harus

1. Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa.

2. Pemberdayaan di bidang pendidikan, kesehatan dan pengarusutamaan
gender.

3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat, Khususnya dalam
penanggulangan kemiskinan.

4. Bantuan keuangan kepada lembaga masyarakat desa.
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4.

Paling Banyak 30% (tiga puluh persen)

Adapun dana yang digunakan yaitu seperti :

Pendapatan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan peralatan desa
Penyelenggaraan pemerintahan desa

Manfaat dan operasi agensi Musyawarah Desa; dan

Penghargaan kepada komite lingkungan dan asosiasi masyarakat.

2.1.5 Pengertian Transparansi

30

Selain tersedia dan mampu diakses publik, transparansi juga bermakna

dapat disajikan dan dipublikasikan dengan tepat waktu (Ritonga & Syahrir

2016).

Menurut Mahmudi (2015: 17) transparansi yaitu:

Suatu tolak ukur yang disusun dengan prinsip keterbukaan yang dimana
nantinya dapat menjadikan masyarakat khususnya masyarakat desa untuk
mendapatkan dan mengetahui penjelasan stentang akses informasi yang
seluas-luasnya mengenai-keuanganidesa.

Menurut Mardiasmo (2018) pengertian Transparansi adalah:

Keterbukaan pemerintah dalam menerapkan kebijakan keuangan daerah,
dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta masyarakat umum memiliki
hak untuk mengetahui dan memantau. Dalam transparansi, transparansi
memiliki beberapa karakteristik yaitu.informatif (Informative), keterbukaan
(openness), pengungkapan (Disclosure).

Adapun dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 pada pasal 2 ayat 1

dijelaskan mengenai keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan,

akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Sedangkan menurut Dwiyanto (2014) Pengertian transparansi adalah memberikan

informasi kepada masyarakat tentang pemerintah dan menjamin kemudahan akses

informasi yang akurat dan memadai.
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Menurut Setiana dan Yuliani (2017) Transparansi merupakan :

Hak publik untuk memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur
kepada publik dengan pemahaman yang terbuka dan menyeluruh tentang
tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya yang
dipercayakan kepadanya dan kepatuhannya terhadap peraturan.

yaitu suatu

penyelenggaraa ayanan [ ¢ -menjamin akses
atau kebeba ) : i tentang
penyelenggara eril yang me it kebijakan, tahap
pembuatan .

dari kebijakan

tersebut.

A. Karakteristik

Prinsip transparansi, pelaksana harus terbuka pada setiap tindakannya, siap
menerima kritikan atau masukan serta dapat dipertanggungjawabkan, dan hal ini
dapat dijelaskan pada Kkarakteristik transparansi yang harus diperhatikan.

Karakteristik transparansi (Mardiasmo, 2018) yaitu:

1. Informatif
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Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur data,
fakta kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan

akurat.

merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan pengelolaan Dana Desa.

sehingga masyarakat diberikan kebebasan dalam mengakses informasi baik dari
perencanaan sampai hasil yang telah dicapai.
B. Indikator Transparansi

Adapun indikator transparansi yang disajikan pada Permendagri No. 20

tahun 2018 yaitu:
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a. Kepala Desa
Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APBDes kepada
masyarakat melalui media informasi.

b. Informasi
informasi harus memuat APBDes, pelaksanaan kegiatan anggaran, dan

alamat pengaduan.

2.1.6 Pengertian Akuntabilitas

Terdapat beberapa pengertian akuntabilitas menurut para ahli yaitu:
Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada
masyarakat dalam mengelola keuangan guna meningkatkan Kinerja pemerintah
untuk meningkatkan pelayanan publik (Mahmudi 2016:18).
Menurut Mardiasmo (2021:27) mengungkapkan akuntabilitas merupakan:

Sebuah kewajiban/keharusan untuk.memberikan pertanggungjawaban dalam
menyajikan, ‘melaporkan, serta ‘mengungkapkan seluruh perihal tentang
aktivitas atau kegiatan, yang menjadi tanggungjawab pada saat mengambil
keputusan kepada pihak-pihak yang sudah memberikan amanah dan hak
kewenangan dalam meminta pertanggungjawaban.

Menurut Sukardi (2020) pengertian akuntabilitas adalah:

Suatu perwujudan kewajthan untuk-mempertanggungjawabkan keberhasilan
atau kegagalan pelaksanaan dalam mengelola sumber daya agar dapat
mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang diharapkan.

Menurut Hoesada (2019:273) menguraikan bahwa akuntabilitas:

Mengandung unsur kejelasan fungsi dan cara-cara mempertanggung
jawabkan nya. Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan beberapa ahli
diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu tahap
pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang bertujuan untuk
menyajikan dan melaporkan segala aktivitas-aktivitas yang telah tercapai selama
periode tertentu.
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2.1.6.1 Jenis dan Indikator Akuntabilitas

A. Jenis akuntabilitas

yaitu sebag
1.
pengelolaan
jawaban unit
an pemerintah
2.
waban kepada
‘ ‘qj as adalah untuk
aan alokasi dana
. sebagai tanggungjawab
B.

Seperti yang terdapat dalz dagri No. 20 Tahun 2018 indikator
Akuntabilitas yaitu sebagai berikut:
1. Indikator Perencanaan
a. Pelaksanaan pengelola keuangan desa merupakan perencanaan
penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran

yang dianggarkan dalam APBDes.
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b. Sekretaris mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDes
berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan

APBDes yang diatur dengan peraturan Bupati/Wali kota setiap

penyusunan

c. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir tahun.

Indikator Pelaporan

a. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester
pertama kepada bupati/ walikota melalui camat.

b. Laporan terdiri atas laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan

realisasi kegiatan.
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c. Kepala desa menyusun laporan dengan menggabungkan seluruh laporan
paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

5. Indikator pertanggungjawaban

gjawaban realisasi
N R '9@
b. " Laj @\WM(ISM K3 ‘ (tiga) bulan
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Pertanggun

gjawaban

Transparansi

\ 4

Akuntabilitas

Hasil Penelitian

Sumber : Diolah Oleh Penulis Pada Tahun 2022
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2.3 Hipotesis
Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dikemukakan hipotesis

yaitu sebagai berikut :

“Transparansi de

%

-~
P
v
,
o
5
e
”
"
¢

“
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METODE PENELITIAN

penelitian

keadaan ob

Pada penelitian ini penulis an penelitian pada Desa Gembira,
Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir.

3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel penelitian

3.3.1 Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Mahmudi (2015: 17) Transparansi yaitu suatu tolak ukur yang

disusun dengan prinsip keterbukaan yang dimana nantinya dapat menjadikan

masyarakat khususnya masyarakat desa untuk mendapatkan dan mengetahui

39
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penjelasan tentang akses informasi yang seluas-luasnya mengenai keuangan desa.
Pemerintah desa harus terbuka dalam  menyampaikan informasi tentang

APBDesa kepada masyarakat.

3Des  kepada

anggaran, dan

1.  Indikator Perencanaan

a. Pelaksanaan pengelola keuangan desa merupakan perencanaan

penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran
yang dianggarkan dalam APBDes.

b. Sekretaris mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDes

berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan
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APBDes yang diatur dengan peraturan Bupati/Wali kota setiap

tahunnya.

c. Perancangan APBDes yang telah disusun merupakan bahan

3.

4.

a. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester
pertama kepada bupati/ walikota melalui camat.

b. Laporan terdiri atas laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan
realisasi kegiatan.

c. Kepala desa menyusun laporan dengan menggabungkan seluruh

laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.
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5. Indikator pertanggungjawaban
a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi

APBDes kepada bupati/ walikota melalui camat setiap akhir tahun.

transparansi : abilite ) 3 si dana desa yang

n akuntabel atau

3. Tidak Sesuai (TS)
3.4 Jenis dan Sumber Data
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer
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Data Primer adalah data yang peneliti kumpulkan langsung dari sumber

pertama vyaitu dari pemerintah Desa Gembira. Adapun data primer yang

didapatkan dari peneliti yaitu berasal dari wawancara.

peneliti

diwawancarai.
2. Dokumentasi
Teknik pengumpulan data yang kedua dilakukan oleh penulis adalah
dengan mengumpulkan dokumentasi, dimana dokumentasi adalah
pengambilan data secara langsung dari tempat penelitian dengan

mengumpulkan data berupa foto dalam pengambilan dokumen resmi milik
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desa. Adapun dokumen resmi milik desa yaitu seperti : bukti pencairan
Alokasi Dana Desa (ADD), bukti penerimaan dan pengeluaran Alokasi

Dana Desa (ADD), laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

yaitu mengguna es d : g ang mana teknik
analisis data k e : : ata. reduction, data

display, da

dan perlu di arti merangkum,
menyeleksi da atian pada hal-hal
yang penting, m ?' g tidak diperlukan
Adapun data yang d n yang lebih jelas dan

mencarinya saat dibutuhkan.
2. Data Display (Penyajian Data)
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah
mendisplaykan data atau menyajikan data agar visibilitas lebih jelas. Penyajian
data yang dimaksud di sini dapat sesederhana tabel dengan format yang rapi,

grafik, chart, pictogram, dan sejenisnya. Dengan menyajikan data maka lebih



nery wejsy sejisIdAm) ueeyeisndiog

DI disay yepepe fur udwnyo(

mudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan apa yang harus
dilakukan selanjutnya berdasarkan apa yang sudah diketahui.

3. Conclusion Drawing

45
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

(tiga) Dus embir; : en a) dan Dusun

Muara Saba

rumah tangga 508 Kepala Keluarga. Berikut ini perincian yang lebih jelas

mengenai jumlah penduduk Desa Gembira dari berbagai kategori :

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
No Jenis Kelamin Jumlah
1. | Laki-laki 979

51
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2. | Perempuan 898

Jumlah 1.877

Desa Gembira

perempuan

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Gembira
di dusun I jumlah penduduk laki-laki ada 328 orang dan perempuan 315 orang
dan totalnya ada 643 orang, dan juga pada dusun Il jumlah penduduk laki-laki 309
orang dan perempuan 295 dan totalnya ada 604 orang, dan pada dusun Il terdapat

penduduk laki-laki 342 orang dan perempuan 288 orang dan totalnya ada 630
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orang. Sehingga secara keseluruhan dusun Desa Gembira memiliki penduduk
sebanyak 1.877 orang.

4.1.3 Visi dan Misi

embira juga
m) tahunan
yang merupake ; A ) » akat Desa Gembira
dimasa yang ak t . i L a, Kepala Desa
ibatkan pihak-
pihak yang BPD, Tokoh
Masyarakat,

Pertimbang

g\%\:\%\

di kecamatan. [

-"1

?‘
O Q)
D

3

(=3

S

QD

o

QD

)

=

N

sebagai berikut:
“Menjadikan . a«Terdepan Di Segala Bidang
B. Misi
Adapun misi Desa Gembira yaitu sebagai berikut :
1. Melaksanakan pembangunan desa di segala bidang.
2. Melakukan pemberdayaan masyarakat, bidang ekonomi, pertanian,
politik dan agama.

3. Membina kerukunan hidup bermasyarakat
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4.1.4 Struktur Organisasi

¢

pala Desa
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Sumber : Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir

dengan BPD

adalah suatu ke aa mencerminka 0 pemerintahan desa

4.2.1 Transparansi Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana
Desa (ADD) di Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri
Hilir
Transparansi merupakan keterbukaan informasi dimana mudah dan dapat
diakses oleh semua pihak yang memerlukan secara memadai dan mudah dipahami

oleh masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Transparansi harus
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mampu menjamin akses atau kebebasan untuk meraih informasi tentang
penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi informasi terkait kebijakan, tahap
pembuatan dan penyelenggaraan dan juga hasil yang diraih dari kebijakan
tersebut.

Untuk mengukur transparansi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa
Gembira peneliti menggunakan, Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang dijadikan
sebagai pedoman dalam pengukuran transparansi yang terdiri di desa gembira :

Tabel 4.3
Indikator Pengukuran Dalam Transparansi

No. Indikator Hasil Keterangan Sesuai
Wawancara/Dokumen | (S), Belum Sesuai
(BS), Belum
Terjadi (BT)
1. | Kepala desa Kepala desa hanya BS
menyampaikan menyampaikan
informasi mengenai informasi mengenai
APBDes kepada APBDes-melalui-baliho
masyarakat melalui dan tidak
media informasi menginformasikan
(baliho, website resmi | APBDes melalui
Desa) website resmi milik
Desa Gembira
2. | Informasi harus Informasi pada S
memuat APBDes, APBDes sudah terdiri
pelaksanaan kegiatan | dari pelaksanaan
anggaran, dan alamat | kegiatan anggaran, dan
pengaduan. alamat pengaduan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dimana
terlihat pada tabel 4.3 bahwa pengelolaan Alokasi Alokasi Dana (ADD) di Desa
Gembira Kecamatan Gaung kabupaten Indragiri Hilir belum sesuai dengan
Permendagri No. 20 Tahun 2018, dimana pada indikator yang pertama kepala

Desa hanya menyampaikan informasi mengenai APBDes melalui baliho dan tidak



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

57

menginformasikan APBDes melalui website resmi milik Desa Gembira.
Sedangkan pada indikator yang kedua Desa Gembira sudah memberikan

informasi mengenai APBDes yang terdiri dari pelaksanaan kegiatan anggaran dan

bahwa pada p para : d baliho sebagai
bentuk da ggungjawaban pe e ,f asyarakat desa
terhadap A
APBDes melalu

JJJJJ

sediakan. Na ada balihc t tida 0 uk mengetahui
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4.2.2 Akuntabilitas PemerintathrDesa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

(ADD) Di Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir

Untuk mengukur akuntabilitas pemerintahan desa dalam pengelolaan

alokasi dana desa (ADD) peneliti menggunakan Permendagri No. 20 Tahun 2018

yang dijadikan sebagai pedoman dalam pengukuran akuntabilitas yang terdiri dari

beberapa indikator yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan
Tabel 4. 4
Indikator Akuntabilitas Dalam Perencanaan
. Keterangan Sesuai
i Hasil (S), Belum Sesuai
No. Indikator Wawancara/ ’
Dokumen (BS.)’ B_elum
Terjadi (BT)
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Pelaksanaan pengelola
keuangan desa
merupakan perencanaan
penerimaan dan
pengeluaran
pemerintahan-desa pada
tahun anggaran yang
dianggarkan dalam
APBDes.

Dalam melakukan
perencanaan dan
pengelolaan
keuangan desa,
pemasukan dan
pengeluaran
pemerintahan desa
dimasukkan ke
dalam APBDes.

Sekretaris
mengkoordinasikan
penyusunan rancangan
APBDes berdasarkan
RKP Desa tahun
berkenaan dan pedoman
penyusunan APBDes
yang diatur dengan
peraturan Bupati/Wali
kota setiap tahunnya

Sekretaris Desa
mengkoordinasikan
bahwa penyusunan
dalam APBDes
harus sesuai
dengan RKP Desa
di setiap tahunnya.

Perancangan APBDes
yang telah disusun
merupakan bahan
penyusunan peraturan
desa tentang APBDes.

Rencana APBDes
merupakan bahan
penyusunan
peraturan desa
terhadap APBdesa

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti yang mana
disajikan pada tabel 4.4 dapat diketahui bahwa untuk akuntabilitas dalam Alokasi
Dana Desa (ADD) di Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir
telah sesuai dengan indikator-Permendagri No. 20 Tahun 2018 dimana dalam
perencanaan dan pengelolaan keuangan desa termasuk dalam anggaran APBDes.
Sehingga dalam penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun
anggaran dan juga penyusunan rancangan APBDes menjadi bahan penyusunan
dalam peraturan desa terkait APBDesa, sekretaris desa juga berkoordinasi dalam
penyusunan APBDes di setiap tahunnya yang telah sesuai dengan RKP Desa.

2. Pelaksanaan
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Tabel 4.5

Indikator Akuntabilitas Dalam Pelaksanaan

60

No.

Indikator

Hasil
Wawancara/

Keterangan Sesuai
(S), Belum Sesuai
(BS), Belum

Gembira juga memiliki rekening kas desa yang ditandatangani oleh kepala desa

dan kepala urusan keuangan.

3.

Penatausahaan

Tabel 4.6

Indikator Akuntabilitas Dalam Penatausahaan
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Keterangan Sesuai

Hasil .
No. Indikator Wawancara/ (S), Belum ISesual
Dokumen (BS), Belum
Terjadi (BT)
1. Pada

Penatausahaan keuangan

NLEC)

;ln\

\’-;i\‘l‘h‘?l

A

umum ditutup setiap akhir tahun untuk pembukuan dan dapat dilihat pada

lampiran 1 dan lampiran 2.

4. Pelaporan
Tabel 4.7
Indikator Akuntabilitas Dalam Pelaporan
Hasil Keterangan Sesuai
No. Indikator Wawancara/ (S), Belum Sesuai
Dokumen (BS), Belum
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Terjadi (BT)

Kepala Desa Kepala Desa S
menyampaikan laporan menyampaikan
pelaksanaan APBDesa laporan kepada
semester pertama kepada | camat dan
Bupati/ Walikota melalui | diteruskan kepada
camat. PMD _(Pemerintah
Pusat)
Laporan terdiri atas Laporan nya terdiri S
laporan pelaksanaan dari laporan
APB Desa dan laporan pelaksanaan, APB
realisasi kegiatan. Desa dan laporan
realisasi kegiatan
Kepala desa menyusun Kepala Desa BS

laporan dengan
menggabungkan seluruh
laporan paling lambat
minggu kedua bulan juli
tahun berjalan

menyusun laporan
dengan
menggabungkan
semua lapaoran
namun tidak tepat
pada minggu kedua
bulan juli tahun
berjalan

Berdasarkan hasil wawancara yang yang telah dilakukan peneliti yang mana
disajikan pada tabel 4.7 dapat diketahui bahwa.untuk akuntabilitas dalam Alokasi
Dana Desa (ADD) di Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir
ada dua indikator yang memenuhi sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018
dimana kepala desa memberikan laporan pelaksanaan APBDesa kepada camat,
kemudian diteruskan kepada PMD. (Pemerintah Pusat), laporan tersebut terdiri
dari laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan. Sedangkan pada
indikator yang ketiga pemerintah desa mengalami keterlambatan dalam
menyiapkan laporan realisasi, karena keterlambatan pencairan dana. Sehingga

kepala desa gembira tidak dapat menggabungkan semua laporan pada minggu

kedua bulan Juli, serta menghambat pengelolaan desa. Keuangan desa yang
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terhambat juga dapat mengganggu penggunaan dana desa dan mengakibatkan
tidak sesuai dengan rencana APB Desa.
5. Pertanggungjawaban

Tabel 4.8

indikator Akuntabilitas Dalam Pertanggungjawaban

No.

Indikator

Hasil- Wawancara/

Keterangan Sesuai
(S), Belum Sesuai

Dokumen (BS), Belum
Terjadi (BT)
1. Kepala desa Kepala Desa S
menyampaikan laporan | memberikan laporan
pertanggungjawaban pertanggungjawaban
realisasi APBDes kepada | realisasi APBDes
bupati/ walikota melalui | kepada camat
camat setiap akhir tahun
2. Laporan Laporan S
pertanggungjawaban Pertanggungjawaban
disampaikan paling disampaikan 3(tiga)
lambat 3 (tiga) bulan bulan setelah akhir
setelah akhir tahun tahun anggaran.
anggaran berkenaan
yang ditetapkan dengan
peraturan desa.
3. | Laporan Pada desa Gembira S
pertanggungjawaban laporan
berisikan laporan pertanggungjawaban

keuangan yang terdiri
dari laporan realisasi
APB Desa dan catatan
atas laporan keuangan,
laporan realisasi
kegiatan, daftar program
sektoral, program daerah
dan program lainnya
yang masuk ke desa.

terdapat laporan
keuangan yang
mana terdirt dari
laporan realisasi
APB Desa dan
catatan atas laporan
keuangan, laporan
realisasi kegiatan,
daftar program
sektoral, program
daerah dan program
lainnya yang masuk
ke desa.

disajikan pada tabel 4.8 dapat diketahui bahwa untuk akuntabilitas dalam Alokasi

Berdasarkan hasil wawancara yang yang telah dilakukan peneliti yang mana
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Dana Desa (ADD) di Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir
telah sesuai pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 dimana dalam

pertanggungjawaban kepala desa memberikan laporan pertanggungjawaban

hanya memenu eberapa indika janta : anaan, pelaksanaan,

penatausahas 1 perta : ran tidak sesuai

mengakibatkan tidak sesuai dengan rencana APB Desa.
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

dibahas dari bab

Pengelolaa

1. Pada | anspa » ak bisa untuk

bahan penyusunan dalam peraturan desa terkait APBDes. Sekretaris juga

berkoordinasi dalam penyusunan APBDes setiap tahunnya yang telah
sesuai dengan RKP Desa.

3. Pada proses pelaksanaan dimana penerimaan dan pengeluaran desa

melalui rekening kas desa, Desa Gembira juga memiliki rekening kas Desa

yang ditandatangani oleh kepala desa dan kepala urusan keuangan.
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sebagai berikut :

1. Pemerintah
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4. Pada proses penatausahaan dimana keuangan dilaksanakan oleh bendahara

desa dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran dalam buku kas desa

dan juga pencatatan pada kas umum ditutup setiap akhir tahun.

penyediaan informasi

peraturan yang berlaku yang sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

. Saran bagi peneliti selanjutnya yaitu peneliti dapat mengevaluasi terkait

transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah desa secara lebih
mendalam dan mampu mengembangkan indikator uji transparansi dan

akuntabilitas dalam Alokasi Dana Desa (ADD).
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